BAB V
PENUTUP
5. 1 Kesimpulan

Pembangunan merupakan upaya untuk memperbaiki struktur dasar masyarakat ke arah
yang lebih baik, meliputi berbagai aspek seperti infrastruktur fisik (seperti jalan, jembatan, dan
bangunan), pengembangan sumber daya manusia (melalui pendidikan dan pelatihan),
pembangunan ekonomi (melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan), serta
peningkatan kesejahteraan sosial (melalui pelayanan kesehatan, perumahan yang layak, dan
program sosial lainnya). Pembangunan yang berhasil dapat membawa perubahan positif bagi
masyarakat, meningkatkan taraf hidup, dan menciptakan lingkungan yang lebih berkelanjutan dan

inklusif.

Realitas pembangunan di berbagai daerah di Indonesia, khususnya Manggarai Barat, masih
menjadi masalah yang serius untuk dihadapi. Isu-isu terkait pembangunan selalu menjadi
pembicaraan hangat di kalangan masyarakat di seluruh wilayah kabupaten ini. Namun, yang
memprihatinkan adalah kurangnya partisipasi yang jelas dari pemerintah terhadap situasi ini.
Ketiadaan perhatian ini sering diabaikan, yang pada akhirnya menciptakan ketidakadilan dalam
suatu daerah. Secara umum, pembangunan, terutama dalam hal infrastruktur, masih belum

sepenuhnya mendapatkan perhatian merata di Indonesia.

Infrastruktur di Manggarai Barat saat ini membutuhkan perhatian serius dari pemerintah
daerah. Berdasarkan data, kondisi ini merupakan kenyataan yang harus dihadapi oleh pemerintah.
Berbagai aspek infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, air bersih, listrik, dan jaringan
telekomunikasi di Manggarai Barat, menunjukkan keadaan yang sangat memprihatinkan. Keempat
aspek tersebut belum tertata dengan baik, menciptakan kesenjangan yang signifikan antara
pemerintah dan masyarakat, serta menyebabkan terjadinya ketidakadilan dalam distribusi sumber

daya dan akses fasilitas publik.

Fenomena ini menunjukkan perlunya perhatian serius dari pemerintah terhadap
pembangunan sebagai suatu prioritas daerah. Dengan adanya partisipasi yang lebih aktif dan
efektif dari pemerintah, diharapkan pembangunan dapat dilaksanakan secara lebih merata dan

berkelanjutan di seluruh wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Langkah-langkah konkret seperti
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alokasi anggaran yang tepat, perencanaan yang terukur, dan pelaksanaan yang transparan dapat

membantu mengatasi tantangan pembangunan yang masih terjadi di daerah ini.

Kondisi krisis pembangunan infrastruktur di Manggarai Barat jelas bertentangan dengan
prinsip hidup bersama yang adil, seperti yang dipertimbangkan oleh filsuf John Rawls. John Rawls
menekankan pentingnya prinsip kebebasan dan persamaan dalam menjalankan tugas pemerintahan
dan menyusun kebijakan. Dalam konteks ini, pemerintah Manggarai Barat perlu memperhatikan
prinsip-prinsip tersebut dalam upaya meningkatkan kondisi infrastruktur dan mengurangi

ketidakadilan dalam masyarakat.

Dengan memperkuat infrastruktur yang merata dan menyediakan akses yang adil bagi
semua warga, pemerintah dapat mewujudkan prinsip kebebasan dan persamaan yang diadvokasi
oleh John Rawls. Langkah-langkah seperti alokasi anggaran yang adil, perencanaan pembangunan
yang berkelanjutan, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dapat membantu
menciptakan lingkungan yang lebih adil dan inklusif bagi seluruh penduduk Manggarai Barat.
Dengan demikian, pemerintah dapat memenuhi tugasnya untuk memastikan kesejahteraan dan

keadilan bagi semua warga negara.

Pembangunan infrastruktur menjadi kebutuhan sangat vital bagi masyarakat Manggarai
Barat. Dalam pandangan masyarakat saat ini, pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh
wilayah dapat memberikan manfaat besar, memastikan bahwa setiap daerah tidak terabaikan dari
kemajuan pembangunan tersebut. Oleh karena itu, harapannya adalah agar pembangunan, terutama
dalam sektor infrastruktur, dapat berjalan dengan lancar dan efisien. Pemerintah perlu mengambil
langkah-langkah serius dalam menangani hal ini, mencegah terjadinya ketidakadilan dalam

konteks pembangunan infrastruktur di Manggarai Barat.

Kebijakan pembangunan infrastruktur dari pemerintah harus memberikan prioritas kepada
wilayah-wilayah yang sebelumnya belum merasakan dampak positif dari pembangunan
infrastruktur. Hal ini diperlukan untuk mencapai tingkat keadilan di tengah masyarakat Manggarai
Barat. Prioritas ini harus didasarkan pada evaluasi yang cermat terhadap kebutuhan dan potensi
setiap wilayah, sehingga sumber daya yang tersedia dapat dialokasikan dengan efektif untuk

mengatasi kesenjangan infrastruktur yang ada.
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Selain itu, penting juga bagi pemerintah untuk tetap teguh dan tidak mudah terpengaruh
oleh kepentingan kelompok tertentu dalam pemerintahan, yang dapat membawa dampak
ketidakadilan dalam masyarakat. Keterbukaan, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses
pengambilan keputusan pembangunan harus ditegakkan, sehingga kebijakan yang diambil benar-

benar mewakili kepentingan seluruh masyarakat Manggarai Barat.
5.2 Saran

Berdasarkan kajian-kajian sebelumnya, penulis mengusulkan beberapa saran untuk
mengatasi masalah infrastruktur di Manggarai Barat. Pertama, pemerintah. Pemerintah daerah
perlu mengembangkan perencanaan infrastruktur yang terpadu dan komprehensif untuk
memastikan bahwa semua aspek infrastruktur, seperti jalan raya, jembatan, air bersih, listrik, dan
jaringan telekomunikasi, dikelola secara efisien dan efektif. Kebijakan pembangunan infrastruktur
dari pemerintah harus memberikan prioritas kepada wilayah-wilayah yang sebelumnya belum
merasakan dampak positif dari pembangunan infrastruktur.

Hal ini diperlukan untuk mencapai tingkat keadilan di tengah masyarakat Manggarai Barat.
Selain itu, penting juga bagi pemerintah untuk tetap teguh dan tidak mudah terpengaruh oleh
kepentingan kelompok tertentu dalam pemerintahan, yang dapat membawa dampak ketidakadilan
dalam masyarakat. Harapannya adalah agar pemerintah Manggarai Barat dapat memberikan
perhatian khusus terhadap kebijakan pembangunan infrastruktur di daerah tersebut, sehingga
seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat positif dari kemajuan pembangunan yang
berkelanjutan.

Kedua, bagi masyarakat. Masyarakat dapat terlibat aktif dalam proses pembangunan
infrastruktur dengan memberikan masukan, umpan balik, dan dukungan kepada pemerintah
daerah. Partisipasi aktif ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti menghadiri pertemuan
komunitas yang diadakan oleh pemerintah daerah, berpartisipasi dalam forum diskusi terkait
pembangunan infrastruktur, atau melalui mekanisme partisipasi publik lainnya yang disediakan

oleh pemerintah setempat.

Dengan memberikan masukan dan umpan balik secara konstruktif, masyarakat dapat
membantu pemerintah dalam merancang kebijakan pembangunan infrastruktur yang lebih sesuai

dengan kebutuhan dan harapan mereka. Selain itu, dukungan dari masyarakat juga penting untuk
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meningkatkan efektivitas pelaksanaan proyek infrastruktur, karena adanya keterlibatan dan
pengawasan dari berbagai pihak dapat meminimalisir potensi terjadinya penyimpangan atau

ketidaksesuaian dengan kebutuhan masyarakat.

Melalui partisipasi aktif dalam proses pembangunan infrastruktur, masyarakat dapat
menjadi mitra yang berharga bagi pemerintah dalam menciptakan pembangunan yang
berkelanjutan dan berdampak positif bagi seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, penting
bagi pemerintah daerah untuk mendorong dan memfasilitasi keterlibatan aktif masyarakat dalam

setiap tahapan pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan.

Ketiga, bagi institusi seperti Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, penting untuk
menjadi wadah yang selalu siap untuk mengkritisi situasi sosial masyarakat yang tidak
diperhatikan oleh pemerintah. Saat ini, masyarakat masih terjebak dalam dominasi kepentingan
elit politik, sehingga mereka seringkali hanya dianggap sebagai alat untuk mencapai tujuan pribadi
pemerintah. Sebaliknya, lembaga seperti Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero harus
aktif dalam menyuarakan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta menjadi penjaga keadilan

sosial.

Diamnya lembaga dalam situasi ini hanya akan memperburuk kondisi masyarakat dan
membawa mereka mengalami degradasi dalam setiap aspek kehidupan. Oleh karena itu, institusi
ini perlu menjalankan peran Kkritisnya dengan memberikan pemahaman filosofis dan kreatif yang
mendorong kesadaran masyarakat akan hak-hak mereka dan mengajak mereka untuk berpartisipasi
aktif dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan.

Selain itu, Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero dapat mengadakan berbagai
kegiatan seperti seminar, diskusi, penelitian, dan advokasi untuk meningkatkan kesadaran
masyarakat akan isu-isu sosial yang penting, serta memberikan wadah bagi mereka untuk
menyuarakan aspirasi dan kebutuhan mereka. Dengan demikian, lembaga ini dapat menjadi agen
perubahan yang berperan dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan

berkelanjutan.
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